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Perihal . Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019

Yth. Bupati Demak
di
Demak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tat.\uq 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Provinsi Jawa_
Tengah atas nama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
telah melaksanakan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Demak
Tahun 2019. Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi atas !mplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Evaluasi ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas
hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya
pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta
memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten Demak mendapat nilai 63,11 atau dengan
predikat penilaian “B”. Hasil evaluasi secara rinci, dapat dilihat pada Laporan Hasil Evaluasi
yang disampaikan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Agar terjadi peningkatan akuntabilitas
kinerja yang lebih baik pada tingkat Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD), rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan agar menjadi perhatian dan segera
ditindaklanijuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Demak. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran

dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak. Terima kasih atas
perhatian dan kerjasama Saudara.

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:
2. Menteri Dalam Negeri; dan

3. Gubernur Jawa Tengah.
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b Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2 Operaturan
®laporan Kkeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dantas Kinerja

Presiden  Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabili

Pemerintah (SAKIP),
akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Demak dan

Instang;

kami

evaluas!
hasilnya
juasl

telah melakukan

telah diverifikasi Kementerian PAN dan RB-RI. Pelaksanaan evaratur

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Apa

Tahun

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor .12
2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. ilitas
Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilita

atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggun

Sistem

aan

anggaran dalam rangka terwujudkan pemerintahan yang berorientasi
kepada hasil (result oriented goverment) serta dan memberikan sararn

perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten
Demak memperoleh nilai 63,11 atau predikat “B".Penilaian
tersebut menunjukkan akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki
sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu
sedikit perbaikan. Pemerintah Kabupaten Demak telah membangun
sistem manajemen kinerja pada tingkat Pemerintah Kabupaten dan
SKPD dengan menerapkan sistem AKIP. Rincian penilaian tersebut

adalah sebagai berikut:

"No'| = KomponenYangDinilai' = | Bobot(%) | Nilai |
1. | Perencanaan Kinerja 30 | 21,16

2. | Pengukuran Kinerja . 25 15,13

3. | Pelaporan Kinerja 7 15 10,29

4. | Evaluasi Internal 10 5,44

5. | Capaian Kinerja 20 11,08
\NilaiHasilEvaluasi = = = T 1000 || 63100
Tingkat Akuntabiltas Kinerja T T o
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1. Do
Sudaler;?a':EMD/ Rgnstra Pemerintah Daerah dan Renstr@ O':i
okumen RPJ:/InN;;v;;,wgan;un belum sepenuhnya selaras djggisu
Strategis, bely + belum sepenuhnya mengacu Pac@ >
okume y m sepP:nuh-nya dijadikan sebagai acuan penyu§un'
benca N rencana km.er]a tahunan, belum dilakukan momitor™g
8.2, Tarear o annya sampai dengan tahun berjalan;
‘98t jangka menengah dalam Renstra telah dilakukan
g7 Onitoring setiap triwulan, namun permasalahan capaian target
SSerta rencana tindak lanjutnya baru sebatas dicatat belum
dilaksanakan tindak lanjut:
Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja eselon IV belum
SemUE_lnya telah memenuhi criteria menjadi penyebab langsung
o4 tTerWUJUd_nya sasaran Perjanjian Kinerja Bupati;
- larget kinerja yang diperjanjikan pada Pemerintah Daerah dan

OPD belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan.

a.3.

b. Pengukuran Kinerja

b.1. Pemerintah Daerah belum melakukan pengukuran kinerja secara
berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan
teringgi danbelum menggunakan bantuan teknologi (e-kinerja)
sehingga capaian atau progres kinerja belumdapat diidentifikasi
secara lebih tepat dan cepat;

b.2. IKU Pemerintah Daerah dan OPD belum direviu secara berkala,
belum sepenuhnya didukung dengan anggaran yang memadai,
dan belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, serta belum
sepenuhnya cukup untuk mengukur kinerja;

b.3. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV
keatas OPD belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar
pemberian) reward and punishment;

b.4. Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi OPD belum digunakan
untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja
c.1. Laporan Kinerja hanya menyajikan informasi berupa informasi

tentang upaya efisiensi yang dilakukan; o
c.2. Laporan Kinerja OPD belum sepenuhnya menyajikan informasi

keuangan terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instans;;
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i EVah.Jasi program belum sepenuhnya dilaksanakan d gka

menilai keberhasilan program, belum sepenuhnya memberikan
rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan

. peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan;
2. Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan secara berkala,

danbelum memberikan alternatif perbaikan;
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d.3. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja  belum sepenuhny?
ditindaklanjuti untuk perbaikan  perencanaan, penerapan
unishment;

manajemen kinerja, pemberian reward and p
d.4. Hasil evaluasi program belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk

perbaikan pelaksanaan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan
penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Bupati
Demak untuk memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa hal sebagai
berikut:
a. Melakukan reviu dan perbaikan terhadap penetapan IKU sesuai kriteria
indikator yang baik (mengacu pada isu strategis) dan selaras antara
eselon II, Eselon III, Eselon IV serta hasilnya dijadikan sebagai acuan
penyusunan dokumen rencand kinerja tahunan, selanjutnya dilakukan
monitoring pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan;
Memanfaatkan dokumen IKU dan Perjanjian Kinerja yang sudah
ditetapkan sebagai alat untuk menilai, mengendalikan dan memantau
kinerja OPD serta digunakan sebagai pertimbangan pemberian reward

and punishment

c. Melakukanpengukuran kinerja secar
manajerial sampai kepada pimpinan te
capaian atau progres kinerja dapat diidentif

a berjenjang mulai dari staf,
rtinggi melaui e-kinerja sehingga
kasi secara lebih tepat dan

cepat;
d. Memanfaatkan dokumen Lapora
Laporan Kinerja OPD untuk digu

n Kinerja pemerintah Daerah dan
nakan dalam pelaksanaan evaluasi
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Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya
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Tembusan:
1. Menteri PAN dan RB;
2. Menteri Dalam Neger;

3. Gubernur Jawa Tengah;

4 Gekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
. Sekretaris Da
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